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Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2019 bertanggal
15 Juni 2020. Terdiri dari 3 laporan pokok dan 3 laporan tambahan. 

0.   Ringkasan Eksekutif; 13 halaman Nomor : 19/LHP/XV/06/2020
a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2019 yang memuat Opini; 408 

halaman, Nomor : 19a/LHP/XV/06/2020
b. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI); 248 halaman, 

Nomor:19b/LHP/XV/06/2020
c. LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 60 

halaman, Nomor:19c/LHP/XV/06/2020
d. Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal; 114 halaman

Nomor:19d/LHP/XV/06/2020
e. LHR atas Kesinambungan Fiskal; 32 halaman, Nomor:19e/LHP/XV/06/2020
f. LHR atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019; 60 

halaman, Nomor:19f/LHP/XV/06/2020
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Tujuan Reviu kesinambungan fiskal: memberi gambaran pentingnya
kesinambungan fiskal jangka panjang dalam menyusun kebijakan fiskal

• BPK melakukan kajian atas analisis dan pelaporan kesinambungan fiskal
jangka panjang dari lembaga internasional dan implementasi praktik
pelaporan kesinambungan fiskal jangka panjang dari negara lain. 

• Reviu BPK berdasarkan ISSAI 12 (The Value and Benefits of Supreme Audit 
Institutions – making a difference to the lives of citizens) dengan
menggunakan referensi seperti FTC 2014, IMF Manual on Fiscal 
Transpararency, IMF Fiscal Transparency Handbook, laporan
kesinambungan fiskal negara-negara lain oleh IMF, International Public 
Sector Accounting Standard Board (IPSASB) pada Recommended Practice 
Guide (RPG) - Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity’s 
Finances

• Reviu atas Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang yang disusun
Pemerintah. 

• BPK juga menggunakan indikator-indikator yang direkomendasikan dalam
ISSAI 5411 debt indicators khususnya terkait kerentanan utang.
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Hasil Reviu 1. Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang yang disusun Pemerintah
belum memenuhi standar sebagaimana direkomendasikan International Public Sector 
Accounting Standard Board (IPSASB) pada Recommended Practice Guide (RPG) dan 
Praktik Yang diimplementasikan Negara Lain sebagai Benchmark

• Indonesia belum melaksanakan seperti beberapa negara referensi (Australia, Denmar, 
Jerman) 

• Nota Keuangan APBN Tahun 2020 menyebutkan empat indikator yang menunjukkan
keberlanjutan fiskal jangka panjang, yaitu: (1) keseimbangan primer, (2) rasio perpajakan
(tax ratio), (3) defisit APBN, dan (4) rasio utang terhadap PDB. Namun tidak menyajikan
proyeksi jangka panjang atas ke empat indikator tersebut

• Analisis LTFS (Long-Term Fiscal Sustainability) telah disusun Pemerintah dan secara umum
telah mengikuti kaidah RPG IPSASB. Namun menurut BPK: 

a. Analisis LTFS belum memiliki aturan yang mengatur mekanisme pelaporan termasuk
periode pelaporan secara periodik. 

b. Unsur-unsur analisis berupa metodologi penyusunan skenario-skenario kebijakan fiskal, 
analisis sensitivitas yang perlu diungkap dalam laporan. (kurang memadai)

c. Perhitungan program jangka panjang seperti dana pensiun, pendidikan dan pemeliharaan
aset tetap belum secara memadai diungkap dan dihitung dalam analisis LTFS. 
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Hasil Reviu 2. Pemerintah belum secara khusus menyusun
dan melaporkan Debt Sustainability Analysis (DSA) 

a. IMF mengembangkan kerangka kerja formal dengan menyusun Debt Sustainability Analysis (DSA) 
sebagai alat untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan potensi krisis dengan lebih baik.

b. World Bank dan IMF (2019) dalam dokumen berjudul Developing A Medium-Term Debt 
Management Strategy Framework (MTDS) – Updated Guidance Note For Country Authorities 
(2019), menyebutkan bahwa DSA digunakan untuk menilai apakah kebijakan fiskal memiliki
kesinambungan/keberlanjutan dalam waktu panjang.

c. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) dalam Konferensi
Internasional Ketiga (2015) dalam Pembiayaan untuk Pembangunan menghasilkan Addis Ababa 
Action Agenda (AAAA) yang diantaranya mengidentifikasi pentingnya DSA bagi negara dengan
akses pasar keuangan untuk menilai kerentanan utang.

d. Parlemen Uni Eropa dalam artikelnya yang berjudul Debt Sustainability Assessments: The state of 
the art Tahun 2018 menyatakan bahwa Uni Eropa telah mengembangkan kerangka kesinambungan
utang dengan menerbitkan Debt Sustainability Monitoring (DSM) secara tahunan sebagai bagian
dari siklus tiga tahunan Fiscal Sustainability Report (FSR).

IMF menyebut bahwa tanggung jawab untuk melakukan DSA terdapat pada otoritas fiskal. Saat ini, 
Pemerintah belum secara khusus menyusun dan melaporkan DSA sebagai bagian dari manajemen
pengelolaan fiskalnya. 
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Hasil Reviu 3. Pemerintah belum memasukkan komponen kebencanaan
dan perubahan iklim secara memadai dalam skenario LTFS 

Indonesia merupakan negara yang berada pada 
kawasan geografi yang rawan akan bencana.
Faktor- faktor kebencanaan dan perubahan iklim ini
akan mempengaruhi ruang fiskal serta kesinambungan
fiskal di masa mendatang melalui aliran paparan bencana, 
bahaya terjadinya bencana serta kerentanan fiskal atas
terjadinya bencana.

Analisis LTFS yang telah disusun Pemerintah saat ini, 
risiko terjadinya bencana tidak secara eksplisit
diperhitungkan secara memadai dan transparan dalam
metodologi analisa yang disajikan
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Hasil Reviu 4a. Rasio Defisit terhadap PDB, Rasio Utang Terhadap PDB dan Primary 
Balance tidak mencapai Target yang ditetapkan pada RPJMN Tahun 2014-2019

Penentuan capaian kesinambungan fiskal pada RPJMN ditetapkan sebagai berikut: 

1) Menjaga rasio utang Pemerintah dibawah 30% dan terus menurun yang diperkirakan
menjadi 20% pada Tahun 2019; 

2) Mengupayakan keseimbangan primer (primary balance) terus menurun dan menjadi
positif pada Tahun 2019; dan 

3) Menjaga defisit anggaran dibawah 3,0% dan pada Tahun 2019 menjadi 1,0% PDB.
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Rasio utang atas PDB. Akhir 2019: 30,18%; Proyeksi akhir 2020 menurut
Perpres 54  (36,38%), Perpres 72 (37,60%), Prakiraan IHN (38,5%); 2021?
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Keseimbangan Primer pada perpres 72/2020 sebesar Rp700,43 triliun (4,27% PDB) 
38

.4 59
.4

9

49
.9

4

29
.9

6 84
.3

5.
2 41

.5

8.
9

-5
2.

8

-9
8.

6

-9
3.

3

-1
42

.5

-1
25

.5
8

-1
24

.4
1

-1
1.4

9

-7
0

.12 -1
2.

0
1

-5
17

.7
8

-7
0

0
.4

3

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 0 P 1 2 0 2 0 P 2

KESEIMBANGAN PRIMER

Sumber data: Kemenkeu; 2020: APBN, Perpres 54, Perpres 72

10 / 18



Hasil reviu 4b. Beberapa Indikator kerentanan pengelolaan utang Pemerintah 
melampaui rekomendasi ISSAI 5411
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Pelunasan utang pada 2019 sebesar Rp497,54 T dan bunga Rp275,52 T, total Rp773,08 T atau
39,50% dari total Pendapatan; Perpres 72: pembayaran bunga utang Rp338,78 T dan 
pendapatan Rp1.699,95T; info pelunasan (DJPPR Kemenkeu) Rp433,35T; Rasio 45,43%
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Hasil Reviu 4b
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Pembayaran bunga meningkat pesat, Rp275,5 triliun pada 2019. Mencapai
Rp338,78 triliun pada perpres 72/2020, dan Pendapatan Rp16.999,5 atau 19,93%
SANGAT JAUH DI ATAS STANDAR IDR DAN IMF
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Hasil Reviu 4b
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Pada 2019, Posisi Utang Pemerintah (4.779,28T) dan Pendapatan Negara (1.958,60T), maka rasio
(244,02%); Proyeksi dari Perpres 72/2020: Posisi utang (Rp6.160T) dan Pendapatan Negara 
(Rp1.699,5T), rasio (362,38%) Posisi utang sebanyak 3,62kali lipat dari pendapatan. Rasio cenderung
meningkat sejak tahun 2012
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Hasil Reviu 5. Pengungkapan Kesinambungan Fiskal dalam LKPP belum
memadai

• LKPP merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang 
disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional dalam pengelolaan keuangan
Negara. Kesinambungan fiskal merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas yang perlu
diungkap dalam laporan keuangan.

• Pengguna laporan keuangan dapat menilai kemampuan pemerintah yang 
berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan di masa depan, untuk terus
memberikan layanan, untuk mengeluarkan utang, dan untuk memenuhi kewajiban ketika
sudah jatuh tempo.

• Pemerintah belum memiliki media yang secara periodik dan reguler melaporkan proyeksi
kesinambungan fiskal secara memadai yang dapat dipenuhi oleh LKPP melalui
pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

• Pengungkapan kesinambungan fiskal pada LKPP dengan mengevaluasi kebijakan fiskal, 
dalam konteks kesinambungan fiskal, yang disajikan dalam KEM PPKF, UU APBN dan Nota 
Keuangan, beserta realisasi tahun anggaran bersangkutan disertai hasil perhitungan rasio
yang dapat menggambarkan kondisi kesinambungan fiskal tidak secara khusus dilakukan.
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BEBERAPA URAIAN PENTING DALAM REVIU BPK

• Kesinambungan fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan
negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, 
memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosialekonomi serta lingkungan di 
masa depan. 

• Analisis terhadap kondisi kesinambungan fiskal sebagai output dari kebijakan fiskal, 
dilakukan dengan menguji celah fiskal jangka panjang berupa proyeksi di masa depan baik
jangka menengah maupun jangka panjang. Melalui analisis ini, diperoleh informasi yang 
dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kondisi fiskal di masa depan. 

• Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kondisi fiskal berupa default baik eksplisit
maupun implisit dapat dideteksi, dan selanjutnya digunakan sebagai panduan dalam rangka
pencegahan terjadinya krisis di masa depan.

• Secara umum, Pemerintah memiliki aturan fiskal yang diamanatkan konstitusi, berupa batas
defisit anggaran dan batas pembiayaan melalui utang terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB). Namun sebagaimana dilihat melalui ukuran tersebut, aturan fiskal tersebut hanya
melihat kondisi fiskal dalam spektrum jangka pendek atau pada saat tahun anggaran
berjalan dan merupakan postmortem indicator.
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